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ABSTRAK 

 

Perikanan memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi suatu 

negara, khususnya bagi nelayan sebagai pemangku kepentingan utama di sektor ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait subsidi perikanan dan dampaknya terhadap kedaulatan 

nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi literatur, dan analisis kebijakan. 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk memahami secara mendalam 

strategi yang telah diimplementasikan oleh KKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

subsidi perikanan yang diterapkan oleh KKP memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kondisi sosio-ekonomi nelayan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan produksidan 

kesejahteraan nelayan, beberapa kebijakan subsidi cenderung mempengaruhi 

kedaulatannelayan, baik dari segi keputusan produksi maupun ketergantungan pada bantuan 

pemerintah. Analisis strategi KKP dalam penelitian ini mencakup evaluasi kebijakan subsidi 

yang ada, identifikasi potensi perbaikan, dan rekomendasi untuk meningkatkan 

keberlanjutan sektor perikanan sambil mempertahankan sovereignitas nelayan. Implikasi 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perumusan kebijakan yang lebih 

efektif dan berkelanjutan di masa depan. 

 

 

Kata kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan, subsidi perikanan, Fisherman 

Sovereignty 
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ABSTRACT 

 

Fisheries have an important role in supporting a country's food and economic security, 

especially for fishermen as the main stakeholders in this sector. This research aims to analyze 

the strategies implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) 

regarding fisheries subsidies and their impact on fishermen's welfare. This research uses 

qualitative literature study methods, policy analysis. Data analysis was carried out using a 

qualitative approach to understand in depth the strategies that have been implemented by 

the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The research results show that fisheries 

subsidies implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have a significant 

impact on the socio-economic conditions of fishermen. Even though they aim to increase 

production and welfare of fishermen, several subsidy policies tend to affect fishermen's 

welfare, both in terms of production decisions and dependence on government assistance. 

The analysis of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries strategies in this research 

includes evaluation of existing subsidy policies, identification of potential improvements, and 

recommendations for increasing the desirability of the fisheries sector while maintaining 

fishermen's sovereignty. It is hoped that the implications of this research can provide 

guidance for developing more effective and sustainable policies in the future. 

 

 

Keywords : Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Fisheries Subsidies, Fisherman 

Soverignty 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

“subsidi” merupakan suatu istilah pertama kali dicetuskan dalam Havana Charter yang 

dikukuhkan untuk mendirikan International Trade Organization (ITO), kemudian istilah ini 

diadopsi dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Kemudian telah disepakati 

bahwa pengertian subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 

(SCM Agreement) sebagai suatu pengertian hukum yang disepakati secara internasional. 

Menurut Pasal 1 SCM Agreement subsidi terjadi karena ada kontribusi finansial dari 

pemerintah maupun lembaga publik lain (Sitanggang, 2019). 

FAO mengartikan subsidi perikanan sebagai “Government actions of inactions outside 

of normal practices that modify by increasing or decreasing the potential profits by the 

fisheries industry in the short, medium, or long-term”. Berdasarkan pengertian tersebut 

bahwa kegiatan subsidi perikanan terlaksana saat pemerintah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu di luar praktik pada umumnya demi mendapatkan keuntungan dari 

industri perikanan. Variabilitas kategori subsidi di sektor perikanan mendorong setiap negara 

anggota untuk memasukkan pembahasan subsidi perikanan ke dalam sidang WTO. Pada 

tahun 1996 persoalan subsidi perikanan mulai dibahas di dalam forum WTO meskipun 

terdapat nada skeptis tentang relasi antara lingkungan serta perdagangan terkhusus terhadap 

persoalan tentang subsidi perikanan, overfishing dan manajemen perikanan yang sifatnya 

berkelanjutan (Hilton T. putra, 2016). 

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (sovereignity) sendiri merupakan sebuah 

kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat mengendalikannya, 
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yang dapat mengatur warga negara dan juga mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu 

negara, berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan yangmembuat undang-undang, menerapkan 

dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan 

menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya 

(Nrangwesti, 2022). 

Setiap nelayan baik individu maupun berkelompok sangat penting bagi mereka untuk 

mempertahankan kedaulatannya. Karena, nelayan berkontribusi terhadap pangan nasional 

yang dimana hasil laut mulai dari garam hingga perikanan sangat tinggi dikonsumsi oleh 

masyarakat di Indonesia (Serikat Petani Indonesia, 2012). Selain itu juga, Pemerintah 

Indonesia mewajibkan keterlibatan nelayan di seluruh Nusantara sebagai ujung tombak 

penjaga keamanan dan kedaulatan perairan laut Indonesia. Agar peran para nelayan bisa 

dilaksanakan, Negara harus bisa memberikan perlindungan kepada mereka terhadap ruang 

tangkap di laut (Ambari, 2020). 

Korelasi antara subsidi perikanan dengan overcapacity bisa diperhatikan saat 

pemerintah sedang melakukan usaha dalam menghasil produk perikanan yang menjadi 

tujuan dalam manajemen perikanan, namun yang terjadi adalah kemampuan dalam 

menghasilkan produk yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sumber daya 

perikanan secara optimal. Selama perikanan sedang mengalami atau disaat harga-harga 

perikanan sedang membaik, infrastrukur akan dikembangkan sedemikian rupa supaya 

keuntungan kedepannya akan lebih banyak. Akan tetapi, apabila perikanan cenderung 

menurun, pemerintah akan menyediakan bantuan dalam pencegahan akan adanya 

pengangguran ataupun runtuhnya infrastruktur dan investasi (Sitanggang, 2019). 
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Sejak WTO didirikan pada tahun 1995, perubahan yang signifikan dalam konteks politik 

dari masalah tersebut telah terjadi. Dorongan kesertaan subsidi perikanan dalam agenda 

perdagangan internasional secara substansial, keutamaanya dikarenakan telah diperlakukan 

tidak hanya sebagai masalah pemerataan dan efesiensi dalam perdagangan internasional 

tetapi sebagai masalah pengurangan dalam perlindungan sumber daya alam. Pembentukan 

WTO Committee on Trade and Environment (CTE) mencerminkan suatu usaha WTO agar 

lebih peduli terhadap implikasi lingkungan perdagangan serta implikasi perdagangan dari 

langkah-langkah kebijakan lingkungan telah memungkinkan diskusi potensi keuntungan 

lingkungan dari penghapusan atau pengurangan subsidi. (UNEP, 2001) 

Diskusi di dalam CTE terhadap subsidi perikanan pada tahun 1997-1998 berfokus pada 

perbedaan pandangan politik terhadap bukti yang mendukung bahwasanya subsidi perikanan 

memiliki dampak negatif pada stok ikan dan apakah subsidi tersebut harus dipilih untuk 

perlakukan khusus. Beberapa anggota di dalam perdebatan menganggap remeh pentingya 

subsidi yang menjadi penyebab terjadinya Overfishing. 

Dorongan lanjutan untuk dimasukkannya topik subsidi perikanan di putaran negosiasi 

perdagangan multilateral mendatang yang telah berkembang pada tahun 1999 dari timbulnya 

koalisi internasional yang lebih luas dalam mendukung kesepakatan WTO tentang 

penghapusan subsidi di sektor perikanan yang berdasar kepada masalah Overcapacity dari 

armada perikanan (UNEP, 2001). 

Pada dasarnya subsidi telah diatur dalam GATT 1947 dan umumnya dipandang sebagai 

hal yang berdampak baik, sebagai mekanisme di mana kebijakan pemerintah terkait bantuan 

pemerintah dapat di aplikasikan. Namun untuk saat ini pandangan setiap negara tentang 

subsidi telah berubah seiring adanya pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan 

kemampuan pengendaliannya. Selain itu adanya keraguan terhadap peran pemerintah 
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terhadap masyarakat dan ekonomi, serta mengenai keadaan perlindungan lingkungan dan 

pembangunan ekonomi, maka subsidi dalam berbagai bidang ekonomi umumnya dianggap 

hal-hal buruk, terlebih lagi dalam sektor perikanan (Ismail, 2021). 

Pada tahun 2001 isu subsidi perikanan telah menjadi negosiasi formal di dalam 

agenda WTO, namun sampai juni 2022, pada saat konferensi tingkat menteri WTO ke-12, 

masih belum ada kesepakatan terhadap perjanjian subsidi perikanan. Terlepas dari konsensus 

di komunitas internasional, sebagaimana dicerminkan dalam target Keanekaragaman Hayati 

Aichi dan Sustainable Development Goals (SDG) 14,6 yang mengarahkan diskusi terkait 

menghapus subsidi perikanan yang berdampak buruk yang harusnya rampung pada tahun 

2020. Tekanan untuk menghapus subsidi yang berbahaya juga tercerminkan pada Konferensi 

Tinjauan tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan pada Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 yang membahas 

tentang Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish 

Stocks, dan juga telah ada tekanan menerus dari kelompok masyarakat sipil yang antara lain 

untuk mengatasi subsidi perikanan yang berbahaya (Lenan & Stephanie, 2023). 

Indonesia yang merupakan salah satu anggota WTO memiliki kesempatan dalam 

berpartisipasi aktif terhadap negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan, sehingga 

Indonesia dapat memastikan hasil dari pembentukan aturan subsidi perikanan WTO tidak 

memperlambat pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan subsidi perikanan yang 

diperlukan kepada setiap pelaku sektor perikanan Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia 

mengajukan sebuah proposal yang berjudul “Proposed Disciplines on Prohibitions and 

Special and Differential Treatment For Fisheries Subsidie” dengan nomor referensi 

TN/RL/GEN/189. Proposal ini berisikan tuntutan dari Indonesia yang ingin mendapatkan 

perlakuan khusus dan berbeda berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan 
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negara berkembang dengan sektor perikanan yang didominasi oleh para nelayan tradisional 

sampai menengah sehingga diperlukannya praktik pemberian subsidi perikanan dan tidak 

berpotensi mengalami Overfishing (Ismail, 2021). 

Indonesia melalui tiga aturannya mencoba melegitimasi tindakan subsidi dan bantuan 

pemerintah dalam bidang perikanan. Pertama, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada 

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mana tersebar dalam beberapa Pasal. Pada 

Pasal 17 menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi para pelaku usaha untuk 

mewujudkan industri perikanan di Indonesia, Kedua, legitimasi tindakan subsidi didasarkan 

pada UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 

Pasal 25 B kewajiban pemerintah terkait bantuan fasilitas untuk pemasaran. Ketiga, 

legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam salah satu tujuan dalam 

aturan ini yaitu terkait dengan menyediakan prasana dan sarana yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan usaha. Secara gamblang pengaturan subsdi hanya disebutkan pada Pasal 

24, bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi berupa BBM, air bersih dan es, benih, bibit, 

pakan, dan obat ikan yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak 

garam yang nantinya pelaksanaanya akan didasarkan pada peraturan presiden yang hingga 

saat ini sedang dibahas (Ismail, 2021). 

Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap WTO, Indonesia melakukan Notifikasi 

terhadap subsidi yang diterapkan seperti National fish logistic system, the empowerment of 

community salt companies program, the development of community salt cimpanies program, 

the fishing ship vessel contruction program, the rural bussines development program, dan 

fisher insurance. Semua program subsidi ini tidak membahayakan perdagangan internasional 

karena diterapkan hanya untuk menunjang kesejahteraan nelayan skala kecil. 
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Notifikasi yang dijabarkan Indonesia cukup jelas serta kemungkinan dampak dari penerapan 

subsidi tersebut (Ismail, 2021). 

Subsidi perikanan dianggap sebagai langkah yang tepat bagi para nelayan di Indonesia 

agar dapat mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di perairan Indonesia. Tujuannya adalah 

untuk memenuhi kebutuhan operasional para nelayan dalam melaksanakan pekerjaan 

mereka. Permasalahan sering terjadi karena subsidi perikanan yang dianggap kurang tepat 

sasaran oleh beberapa nelayan karena para perusahaan perikanan berskala besar masih 

mendapatkan subsidi terutama subsidi di sektor energi seperti BBM. Sehingga, hal inilah 

menjadi penyebab terjadinya overfishing. Overfishing dapat dikatakan sebagai efek domino 

yang pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian negara dan membuat ekosistem laut 

menjadi tidak seimbang (Ismail, 2021). 

Penerapan subsidi perikanan di Indonesia merupakan bentuk untuk menunjang produksi 

dalam negeri supaya dapat mensejahterakan taraf hidup nelayan berskala kecil. Merujuk pada 

Dokumen Notifikasi Subsidi Indonesia ke WTO, telah dijelaskan bahwa penerima manfaat 

dari subsidi perikanan tersebut hanya bersektor pada nelayan skala kecil dan entitas bisnis 

berskala kecil (UMKM). Bentuk kepatuhan Indonesia terhadap pengaturan subsidi perikanan 

WTO juga ditunjukan dengan adanya penyelarasaan aturan-aturan hukum terkait subsidi dan 

bantuan dibidang perikanan seperti mengaharuskan penggunaan alat tangkap yang ramah 

lingkungan (Ismail, 2021). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari hasil latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah 

tentang bagaimana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Subsidi 

Perikanan Yang Mempengaruhi Fisherman Sovereignty. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan strategi yang dilakukan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperjuangkan Fisherman Sovereignty yang 

terdampak akibat aturan subsidi perikanan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa 

dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi untuk melihat contoh seperti apa 

suatu strategi, dan usaha seperti apa dalam menyelesaikan permasalahan internasional, 

khusunya tentang Strategi Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Terhadap Subsidi 

Perikanan Yang Mempengaruhi Fisherman Sovereignty. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada KKP sebagai studi awal untuk 

melakukan pemilihan strategi yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam 

memperjuangkan kedaulatan nelayan. 
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